SOP Pengujian Konsekuensi
1. Tujuan
Penerapan undang undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan infomasi publik maka  setiap  orang  dapat  memohon  infomasi  publik  mengenai  Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.

2. Ruang Lingkup
Meliputi semua Informasi Publik dibawah wewenang Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat dengan jenis informasi yang tersedia setiap saat dan infomasi yang tersedia secara berkala, tidak untuk informasi yang dikecualikan atau dengan kriteria tertentu

3. Acuan
· Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
· Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
· PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008
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Prosedur Pengujian Konsekuensi

	
No.
	
Kegiatan
	Pelaksana
	  Mutu Baku
	
Ket

	
	
	
PPID
	
Tim Pertimbangan
	
Pejabat Penyedia
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Kelengkapan
	
Waktu
	
Output
	

	


1
	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan
	
	
	
	surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan,
	



















paling lama  hari kerja
	surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan,
	

	


2
	Memberikan pertimbangan terhadap permohonan informasi publik selain informasi publik yang ditetapkan dalam DIP
	
	
	
	notulensi atau berita acara pleno
	
	notulensi atau berita acara pleno
	

	
3
	Melakukan koordinasi  pengujian konsekuensi dengan untuk melakukan klasifikasi informasi publik.
	
	
	
	surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, notulensi
	
	surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, notulensi
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4
	Melakukan pengujian konsekuensi  dengan melibatkan tim pakar berdasarkan peraturan Komisi Informasi Pusat
	
	
	
	surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, notulensi
	
	berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi
	

	

5
	Membuat hasil pertimbangan tertulis dan dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik  untuk mendapatkan Persetujuan
	
	
	
	draft penetapan pengujian konsekuesi
	
	
berita acara
pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi
	

	

6
	Melakukan revieu atas pertimbangan tertulis. Jika setuju diserahkan kepada PPID untuk ditetapkan
	
	
	
	draft penetapan pengujian konsekuensi
	
	
berita acara
pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi
	

	

7
	
Menetapkan Informasi Dikecualikan
	
	
	
	
SK Pengujian
Konsekuensi
	
	berita acara
pengujian konsekuensi, daftar hadir,  SK
pengujian
konsekuensi
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